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PENDAHULUAN
Penguatan daya saing merupakan kunci mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai ultimate goal otonomi daerah. Pada era desentralisasi, penguatan tersebut memiliki fondasi struktural yang kuat. Sebab Pemerintah Daerah (pemda) mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi modal bagi pemda untuk berinovasi dan berkompetisi maupun dalam merespon perkembangan eksternal (global dan lokal/domestik).
Daya saing daerah menurut hasil penelitian Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.
Daya saing daerah tidak bisa dipisahkan dari peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Pentingnya peran Iptek dan pembangunan daerah dalam mewujudkan daya saing daerah sebagai berikut.
1) Iptek berperan dalam meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
2) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah (Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, BRIDA juga bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila (Pasal 67 Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN Nasional).
Kerangka pengukuran Indeks daya saing daerah (IDSD) terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Komponen tersebut mengacu kepada global competitiveness index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang meliputi komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung (institusi, infrastruktur. Adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro), sumber daya manusia (kesehatan, keterampilan), pasar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar), dan ekosistem inovasi (dinamisme bisnis, kapabilitas inovasi).
Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan survei mengenai adanya indeks daya saing daerah yang nantinya dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten Kutai  Kartanegara  khususnya  BRIDA  Kutai  Kartanegara  dalam  melakukan  fungsi
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pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah (Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional).
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pemetaan IDSD Tahun 2022. Indeks Daya Saing Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2022 mencapai kategori tinggi yaitu 3,20, akan tetapi pada tahun 2023 walaupun masih kategori tinggi IDSD tersebut mengalami penurunan menjadi 3,09 (dibawah skor IDSD provinsi (3,30) dan nasional (3,44)) untuk keseluruhan kompenen meliputi: lingkungan pendukung (institusi, infrastruktur. Adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro), sumber daya manusia (kesehatan, keterampilan), pasar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar), dan ekosistem inovasi (dinamisme bisnis, kapabilitas inovasi).
Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek IDSD tahun 2022 dan 2023. Maka dari 12 (duabelas pilar) tersebut ada dua pilar dibawah rata-rata keseluruhan indeks (kategori rendah) pada tahun 2022 yaitu pilar pasar produk sebesar 0,64 dan kapabilitas inovasi sebesar 0,87. Sedangkan pada tahun 2023 indeks pilar pasar produk masih tertahan dan skor menurun di kategori rendah yaitu sebesar 0,59. Kemudian indeks pilar kapabilitas inovasi naik status menjadi kategori sedang menjadi sebesar 1,55. Selanjutnya pilar Keuangan yang mengalami penurunan indeks dari kategori tinggi sebesar 2,60 menjadi kategori sedang sebesar 1,11.
Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi materi pokok dalam survei Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini sebagai berikut :
Identifikasi pertanyaan yang diajukan dalam survei ini adalah:
1) Bagaimana menganalisis peringkat daya saing daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari daya saing daerah di kabupaten Kutai Kartanegara?
3) Solusi apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan indeks daya saing daerah di kabupaten Kutai Kartanegara
1.3. Maksud Kajian
Maksud kajian dari survei Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menyusun dokumen Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi kerangka, pengukuran indeks, faktor pendukung, faktor penghambat beserta solusi dalam meningkatkan Indeks.
1.4. Tujuan Kajian
Tujuan survei Indeks Daya Saing Daerah adalah sebagai berikut:
1) Melakukan analisis indeks daya saing daerah di Kabupaten Kutai Kartangara;
2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi penguatan daya saing daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3) Melakukan solusi menyeluruh dalam meningkatkan indeks daya saing daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara

1.5. Manfaat Kajian
1. Bagi Pemerintah Pusat: Kerangka dan hasil indeks daya saing daerah menjadi referensi bagi pengembangan metode pengukuran dan kerangka kebijakan daya saing daerah di masa depan. Kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap perumusan Rancangan Undang-Undang Daya Saing Daerah yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI). Selain itu, kerangka dan hasil indeks yang dihasilkan dalam kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan di level legislatif (DPR RI) dan eksekutif (Pemerintah dan Kementerian/Lembaga).
2. Bagi Pemerintah Daerah: Indeks daya saing daerah berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartaegara.
3. Bagi Pelaku Usaha dan Asosiasi Pelaku Usaha: Indeks daya saing daerah menjadi referensi untuk mengetahui ekosistem investasi dan sumber informasi (materi) untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga nantinya dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerja sama
1.6. Ruang Lingkup
Ruang lingkup survei ini dilakukan guna mengukur Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Struktur pembentuk IDSD terdiri indikator, pilar, dan komponen.
Struktur ini menggunakan lingkup sebagai berikut.
1) Global Competitiveness Index (GCI) 2019 atau GCI 4.0 sebagai rujukan daya saing global
2) Mengukur indeks daya saing daerah di tingkat kabupaten berdasarkan data indikator, pilar dan komponen yang didapatkan dari seluruh organisasi perangkat daerah.. Adapun dilevel kecamatan untuk menguatkan data tersebut sehingga dapat mengetahui peluang/kendala IDSD dan komponen pembentuk sektor andalan IDSD sehingga dapat menyusun arah kebjakan pembangunan, solusi menyeluruh penguatan IDSD serta tata kelola dan dukungan untuk penguatan IDSD.
1.7. Out-Put Pekerjaan
Keluaran (Out-Put) dalam kajian ini adalah Dokumen Survei Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang terdiri dari : 1) Draft Laporan Pendahuluan (Ringkasan Eksekutif), 2) Laporan Pendahuluan, 3) Draft Laporan Akhir (Ringkasan Eksekutif) dan 4) Laporan Akhir

   TINJAUAN LITERATUR
2.1. Penelitian yang Telah Dilakukan
Baik lembaga nasional maupun\internasional telah melakukan beberapa kajian untuk mengetahui daya saing suatu daerah atau negara, antara lain:
a) Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (2007). Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran profil kabupaten/kota di Indonesia dan pemetaan daya saing perekonomian pada tahun 2005. Potret profil daya saing suatu daerah menunjukkan posisi relatif suatu daerah dibandingkan daerah lain, dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang mempengaruhi daya saingnya dan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan potensi faktor-faktor tersebut. Pemetaan daya saing daerah dibagi lagi menjadi tiga pemetaan utama, yaitu:
· Pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan,
· Pemetaan daya saing daerah berdasarkan indikator input, dan
· Pemetaan daya saing daerah berdasarkan output.
Seluruh hasil pemetaan disajikan dalam bentuk persentile peringkat daya saing daerah. Hasil utama dari penelitian ini adalah peringkat daya saing daerah dan neraca daya saing daerah untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pemetaan daya saing daerah secara keseluruhan menempatkan peringkat lima besar daya saing daerah, yaitu: Kota Bontang (Kalimantan Timur), Kab. Mimika (Papua), Kab. Kutai Timur (Kalimantan Timur), Kota Kediri (Jawa Timur) dan Kab. Siak (Riau).
b) World Economic Forum (WEF) setiap tahunnya mempublikasikan Global Competitiveness Report yang menjelaskan secara rinci kinerja ekonomi negara- negara di dunia. Selanjutnya, WEF juga menyusun Global Competitiveness Index (GCI) sebagai indikator kinerja makroekonomi dan mikroekonomi daya saing suatu negara. Global Competitiveness Index memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hal-hal yang dianggap penting dalam mendorong produktivitas dan daya saing negara. 
c) 	Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia (Asia Competitiveness Institute), Pengukuran Indeks Daya Saing dan Strategi Pembangunan untuk 33 Provinsi Indonesia ini, dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute di Lee Kuan Yee School of Public Policy, National University of Singapore. Kegiatan ini dilakukan selama 2 tahun dan dipublikasi pada tahun 2013 pada World Scientific Publishing. Metodologi yang digunakan ACI (Asia Competitiveness Index) untuk menyusun kerangka dan indikator penyusunan daya saing provinsi-provinsi di Indonesia tidak hanya sekedar membuat peringkat, tetapi juga melakukan simulasi kebijakan tentang bagaimana setiap provinsi dapat meningkatkan daya saingnya. Peringkat daya saing provinsi juga dipetakan pada peta Indonesia untuk mengidentifikasi beberapa tren secara geografis dan kesimpulan-kesimpulan regional. Berbagai indikator dan sublingkup kunci juga ditinjau lebih detil karena peran pentingnya dalam menentukan daya saing provinsi-provinsi di Indonesia. Pada dasarnya, cakupan daya saing ACI yang multidimensi ini memungkinkan hasil penelitian digunakan oleh pihak lain untuk menganalisis sektor-sektor yang lebih spesifik. 
2.2. Pengertian dan Konsep
Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kondisi ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. 
Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.
World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Institute for Management Development (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta model ekonomi dan sosial.
Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinyuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.
Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:
· untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik;
· untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, enterpreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik;
· untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja.
2.3. Daya Saing Daerah
Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002).
Pendekatan yang sering digunakan untuk megukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005:75). Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengmbangan daerah. Lebih lanjut menurut tarigan (2005:75) istilah comparative adventage (keunggulan komparatif) mula- mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917). Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Teryata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.
dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.
Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefenisikan daya saing nasional: “luaran dari kemampuan suatu Negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Negara lain dalam sejumlah sector-sektor kuncinya.”. Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefenisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja.
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI) menggunakan definisi “daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional”.
Sedangkan untuk tingkat wilayah (region) konsep daya saing ekonomi dapat didefenisikan oleh Departemen Pedagangan dan Industri Inggris (UKDTI) yang menerbitkan “Regional Competitiveness Indicators”, serta Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), Inggris, dengan publikasi “The Competitiveness Project: 1998 Regional Bench- marking Report”.
Daya saing daerah menurut defenisi yang dibuat UKDTI ialah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sedangkan pengertian konsep daya saing wilayah menurut CURDS ialah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan
pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.
Terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. Kedua, adalah daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai.
Abdullah (2002) dalam penelitiannya mendefenisikan daya saing daerah merupakan“kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menyediakan lahan murah, upah buruh murah, dan suplai bahan mentah produksi yang terjamin kontinyuitasnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya, kekuatan modal dan keunggulan teknologi menjadi kunci penentu peningkatan daya saing (penjualan produk) satu negara.
Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja  output  yang  merupakan  inti  dari  kinerja  perekonomian.  Inti  dari  kinerja
perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut.
Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran dalam penelitiannya menetapkan faktor- faktor pembentuk daya saing daerah yaitu:
1. Perekonomian daerah
2. Keterbukaan
3. Sistem Keuangan
4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Sumber Daya Manusia
7. Institusi, tata pemerintahan dan kebijakan pemerintah
8. Manajemen ekonomi mikro.
Sedangkan WEF menyebutkan ada beberapa faktor penting yang membentuk daya saing nasional antara lain: (1) Institusi; (2) Infrastruktur; (3) Kondisi makroekonomi; (4) Pendidikan dasar dan kesehatan; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pembangunan pasar keuangan; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Luas pasar; (11) Kemudahan berusaha; (12) Inovasi.
Sementara itu, Institute for Management Development menilai kemampuan daya saing negara didasarkan pada 4 faktor utama, yaitu: (1) Kinerja perekonomian, terdiri dari 83 kriteria yang mencakup ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga.; (2) Efisiensi pemerintah, terdiri dari 70 kriteria yang mencakup keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusional, peraturan perundangan dunia usaha dan kerangka kerja masyarakat. ; (3) Efisiensi dunia usaha, terdiri dari 71 kriteria yang mencakup produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, perilaku dan nilai-nilai. ; dan (4) Infrastruktur, terdiri dari 114 kriteria yang mencakup infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, lingkungan dan pendidikan.
The European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi;
(2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi.
2.4. Faktor Penguat Daya Saing Daerah
Tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Berdasarkan penilaian World Economic Forum (WEF), selama periode 2012 – 2019, peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) terus mengalami peningkatan, meskipun posisi Indonesia masih berada di bawah posisi negara tetangga, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.1.  Peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI)

	
No
	
Negara
	Peringkat Dunia

	
	
	2012
(144 negara)
	2013
(148 negara)
	2014
(144 negara)
	2018
(140 negara)*

	1
	Singapura
	2
	2
	2
	2

	2
	Malaysia
	25
	24
	20
	25

	3
	Brunei Darussalam
	28
	26
	Tidak dilakukan penilaian
	62

	4
	Thailand
	38
	37
	31
	38

	5
	Indonesia
	50
	38
	34
	45

	6
	Vietnam
	75
	70
	68
	77


*  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-ranking

Menurut World Economic Index, terpuruknya daya saing disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol di antaranya:
a) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro.
b) 	Buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan.
c) 	Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas.
d) Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan.
e) Lemahnya iklim persaingan usaha.
Sementera itu, Institute for Management Development (IMD) juga menempatkan Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia dalam The World Competitiveness Yearbook yang diterbitkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2.  Peringkat Indonesia dalam The World Competitiveness Yearbook

	
No
	
Negara
	Peringkat Dunia

	
	
	2012
(59
negara)
	2013
(60
negara)
	2014
(60
negara)
	2018
(63
negara)*
	2019
(63
negara)**

	1
	Singapura
	4
	5
	3
	3
	2

	2
	Malaysia
	14
	15
	12
	24
	22

	5
	Indonesia
	42
	39
	37
	42
	32


*  https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/
**https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2019/

Menurut catatan Institute for Management Development (IMD) bahwa rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam 4 (empat) hal pokok, yaitu:
a) Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.
b) Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya kordinasi akibat
kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
c) Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
d) Keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.
Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.
2.5. Landasan Hukum
Peningkatan daya saing berbasis kinerja dan kreatifitas dalam berinovasi dalam lingkup nasional sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang- undangan maupun kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait. Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan analisis kebijakan berkenaan dengan peningkatan daya saing dan penguatan inovasi dalam peraturan perundangundangan terkait. Peraturan ini terutama terkait dengan peraturan perundangundangan di bidang ekonomi, perdagangan dan industri, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan infrastruktur sosial dan budaya.
Telaah dan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan produktivitas dan daya saing nasional merupakan perspektif masukan yang mendasari kebutuhan hukum dalam penyusunan kebijakan pengukuran indeks daya saing di daerah. Untuk itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang terseleksi antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Pasal 34-38 tentang invensi dan inovasi, Kewajiban Pemerintah mengembangkan invensi dan inovasi, Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil Invensi dan Inovasi nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan nasional. Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberi insentif.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Pasal 4 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan



dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 31 bagian Penataan Daerah ayat 2 menjelaskan Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
Pasal 2 menjelaskan sasaran Inovasi Daerah dilaksananakan dengan tujuan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sasaran inovatif untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:
a) peningkatan Pelayanan Publik;
b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c) peningkatan daya saing Daerah.
Dalam pelaksanaannya, sasaran inovatif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:
a) peningkatan efisiensi; Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.
b) perbaikan efektivitas; sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.
c) perbaikan kualitas pelayanan; Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.
d) tidak menimbulkan konflik kepentingan; inisiator tidak memitiki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
e) berorientasi kepada kepentingan umum; Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
f) dilakukan secara terbuka; Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.
g) memenuhi nilai kepatutan; lnovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.
h) dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019
Peraturan tersebut disusun berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan
20 tahunan mendatang, memperhitungkan modal dasar bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan dalam Pembukaan UUD 1945, visi pembangunan nasional 2005–2025 adalah: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan

nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:
a) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
b) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
c) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor 05 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah BAB VIII Pasal 32
1) BRIN melaksanakan pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah.
2) Pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3) Hasil pengukuran indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.
4) Hasil pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan panduan daerah dalam peningkatan daya saing daerah.
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu
Lokasi survei adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun fokus lokasi survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Tingkat Kabupaten serta 11 kecamatan sampel yaitu : 1) Marangkayu, 2) Anggana, 3) Samboja 3) Muara Jawa, 4) Samboja Barat, 5) Loa
Janan, 6) Tenggarong, 7) Sebulu, 8) Kota Bangun Darat, 9) Kota Bangun, 10) Kenohan dan
11) Tabang. Survei direncanakan berlangsung selama 180 hari kalender (6 bulan), terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024 hingga 21 Juli 2024, terhitung sejak dari tahapan persiapan hingga selesainya Laporan Akhir.
Pendekatan yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuisioner ke responden untuk mendapatkan data dan informasi yang diharapkan. Penggunaan metode deskriptif dalam kegiatan ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan dengan cermat tentang fakta-fakta ataupun fenomena yang terjadi terkait dengan pengukuran Indeks daya saing daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Unit analisis pada penelitian ini adalah individu atau masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah menerima jasa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Data primer dalam penelitian adalah data dari hasil survey. Data sekunder bersumber dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian mengenai pelayanan publik. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui kunjungan pada OPD terkait baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan sampel. Data primer diperoleh melalui FGD (Forum Group Discussion) di kecamatan untuk mengeloborasi data yang diperlukan maupun wawancara menggunakan kuisioner pada aparatur OPD kabupaten dan kecamatan serta pada responden kunci yang dianggap kompeten di kecamatan sampel seperti tokoh masyarakat, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan lain-lain.
Setelah data terkumpul kemudian dilakukan entry atau tabulasi data untuk seluruh indikator yang digunakan sebagai penganalisisan IDSD 2024. Pada proses pengolahan data ini, dilakukan data cleaning untuk memastikan tidak terjadi duplikasi data, kesalahan data, data yang tidak relevan, tidak akurat, tidak lengkap, dan yang tidak terformat atau berbeda format. Pada dasarnya, data cleaning adalah suatu proses menyiapkan data dengan cara menghapus atau memodifikasi data yang salah dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dan konsistensi data. Melalui data cleaning yang merupakan bagian penting dari manajemen data, dapat divalidasi bahwa data IDSD yang dihasilkan berkualitas tinggi.
Berbagai kesalahan umum dari set data yang mungkin ditemukan dalam analisis penyusunan survei IDSD 2024 ini terutama dapat disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) dalam penginputan data, seperti salah tik, salah perhitungan, atau salah dalam membaca. Selain itu, duplikasi data dan kurangnya standardisasi data yang terjadi juga
disebabkan karena data dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga perlu dilakukan data cleaning.
3.2. Analisis Data
Setiap pilar yang terdapat dalam IDSD 2023 memiliki bobot yang sama. Hal ini mengikuti perkembangan riset daya saing, yang dalam hal ini, GCI 2019 menggunakan bobot yang sama untuk setiap pilarnya. Dengan mengacu pada GCI, semua pilar pada IDSD 2023 sama pentingnya, sederajat, dan setara. Tidak ada pilar yang lebih penting dari pilar lainnya. Pada penyusunan IDSD ini, setiap indikator tidak diberikan bobot dalam proses penghitungan agregasi selanjutnya.
Angka indeks merupakan agregat dari seluruh variabel yang digunakan berdasarkan nilai rata-rata (mean). Pada penyusunan IDSD, digunakan rata-rata aritmetika dengan pertimbangan bahwa nilai sebuah indikator tidak berdampak langsung dengan indikator yang lainnya. Rata-rata aritmetika tidak sensitif terhadap perbedaan atau gap nilai antar indikator sehingga dapat mengakomodasi variasi dari nilai indikator yang diperoleh. Karena variabel mempunyai strata maka penghitungan dilakukan sebagai berikut:
1) Pilar merupakan rata-rata dari indikator
𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖
𝑛
2) Indeks merupakan rata-rata dari pilar
∑ 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖
𝐼𝐷𝑆𝐷 =
𝑛
Adapun untuk kategori indeks daya saing daerah menggunakan penskoran dari 1-5, yang meliputi:
a. 0 - 1	Kategori “rendah”
b. 1 - 2.5	Kategori “Sedang”
c. 2.5 – 4	Kategori “Tinggi”
d. 4 – 5	Kategori “Sangat Tinggi”
Kegiatan ini menganalisis data IDSD Kutai Kartanegara 2023 dari BRIN yang dibandingkan dengan hasil survei dan data sekunder yang diperoleh. Selain analisis terhadap pengukuran IDSD 2023 juga akan melakukan observasi untuk:
1) Identifikasi Peluang/Kendala & Inventarisasi Urgensi daya saing daerah
2) Pemetaan Komponen Pembentuk Sektor Andalan
Setelah observasi dilakukan maka akan dilakukan penyusunan langkah-langkah untuk mengatasi masalah daya saing daerah, yaitu:
1) 3r45 6890]\Menyusun arah kebijakan pembangunan dalam penguatan daya saing
daerah yang meliputi:
a) Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra, dll)
b) Terobosan Strategi melalui perencanaan berbasis penelitian dan pembangunan berbasis perencanaan
c) Kerangka kebijakan terintegrasi pembangunan untuk menguatkan daya saing daerah
2) Solusi menyeluruh, meliputi:
a) Agenda Kerjasama & Kolaborasi
b) Prioritas program penyusunan dan pelaksanaan penguatan IDSD
c) Konektivitas Antar Kelembagaan & Kewenangan Pemerintahan
3) Tata kelola dan dukungan penguat daya saing daerah
a) Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah
b) Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH

4.1. Luas dan Batas Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki memiliki luas wilayah 23.263,10 kilometer persegi dan luas perairan kurang lebih 4.097 kilometer persegi secara geografis terletak antara 115 26 28 BT – 117 36 43 BT dan I 28 2I LU – 1 08 06 LS. Kecamatan Tabang adalah kecamatan terluas dengan luas 7764,10 Km2, sedangkan Kecamatan Sanga-Sanga dengan luas 233,40 Km2 merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Dengan 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemungkinan rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 1514.95,82 Km2. Dengan jarak antar ibu kota ke kecamatan yang cukup jauh, menjadi faktor penghambat untuk pelaksanaan pembangunan, walaupun ada juga beberapa kecamatan yang jaraknya juga saling berdekatan.
Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecematan sehingga hal tersebut menjadikan saranan angkutan utama disamping angkutan darat. Dengan sungai yang terpanjang adalah sungai Mahakam dengan panjang kisar 920 kilometer. Daratan kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir disemua kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara yaitu Gunung lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu.
4.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Pada dasarnya masalah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah permasalahan dalam pengendalian kepadatan penduduk, yang nantinya akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah seharusnya menggalakkan berbagai program yaitu, pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang merata, dan pengembangan potensi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten kutai kartanegara pada tahun 2023 sebanyak 756.788 jiwa yang terdiri atas 393.420 jiwa penduduk laki-laki, dan 363.368 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang laki- laki. Laju Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 0,0129 persen dari tahun 2022-2023. Pada tahun 2023 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara yang berada di ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu kecamatan Tenggarong 14,47 persen selanjutnya berada di Kecamatan Loa Janan 9,65 persen dan diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 9,27 persen dan selebihnya tersebar di tujuh belas kecamatan lainnya.
Pola persebaran ini beberapa tahun tidak banyak berbubah. Sedangkan kecematan dengan presentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,23 persen Perseberan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata dengan luas wilayah sekitaar 398.10 kilometer persegi, Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 117.809 Jiwa sehingga kepadatan penduduk ditenggarong adalah 296 jiwa/kilometer persegi. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas dengan luas sebesar 7.764,50 Kilometer persegi dihuni oleh
10.415 jiwa sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang 1 jiwa/kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, maka akan tinggi pula penyediaan tenaga kerja.
Jika penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup, maka akan muncul yang namanya pengangguran.
Tabel 4.1.  Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 2019-2021
	Tahun
	Kutai Kartanegara
	Kalimantan Timur

	2019
	5,79
	5,94

	2020
	5,70
	6,87

	2021
	5,66
	6,83


Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019, perbandingan Kabupaten Kutai Kartanegara 5,79 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dengan presentase 5,94. Pada tahun 2020, dengan presentase 5,70 persen
mengisyaratkan bahwa lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dengan presentase 5,70 persen dan 6,87 persen.
Kemudian pada tahun 2021, mengalami penurunan dari tahun lalu yaitu jumlah tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,66 persen hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,83. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun serta dalam sektor jasa pertambangan dan penggalian.
Pertanian yang masih menjadi orientasi pekerjaan masyarakat terutama adalah Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi dan berbagai sayuran maupun buah-buahan. Dengan tersedianya lahan menjadikan pekerjaan bertani dan berkebun sebagai pekerjaan penduduk Kutai Kartanegera yang utama. Hadirnya kegiatan industri pengolahan kayu lapis dibeberapa tahun belakangan sedikit menggeser kegiatan bertani atau berkebun ini. Selain memilih untuk bekerja di industri, pilihan pekerjaan lain seperti pedagang menjadi salah satu penggeser sektor pertanian atau di sektor jasa.
4.3. Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara
Struktur perekonomian suatu daerah ditentukan oleh besarnya peranan pada sektor sektor ekonomi dalam menciptkan nilai tambah. Artinya semakin besar suatu nilai tambah yang diberikan oleh suatu sektor maka semakin besar peranannya dalam perekonomian di Daerah tersebut. Berdasarkan distribusi presentase PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha maka sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tabel 4.2. PDRB atas Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023
	
Lapangan Usaha
	2022
	2023

	
	Jumlah (miliar)
	Persentase
	Jumlah (miliar)
	Persentase

	Pertanian, kehutanan, dan perikanan
	13633,69
	10,58
	14030,43
	10,36

	Pertambangan dan penggalian
	89018,35
	69,11
	92756,96
	68,50

	Industri Pengolahan
	4393,60
	3,41
	4478,95
	3,31

	Pengadaan listrik dan gas
	84,20
	0,07
	98,66
	0,07

	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang
	51,60
	0,04
	57,40
	0,04

	Konstruksi
	8573,18
	6,66
	9897,62
	7,31

	Perdagangan	besar	dan	eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
	4612,65
	3,58
	4965,95
	3,67

	Transportasi dan pergudangan
	1331,48
	1,03
	1481,12
	1,09

	Penyediaan	akomodasi	dan makan/minum
	324,02
	0,25
	367,11
	0,27

	Informasi dan komunikasi
	1309,57
	1,02
	1410,92
	1,04

	Jasa keuangan dan asuransi
	408,58
	0,32
	432,06
	0,32

	Real Estat
	583,71
	0,45
	656,3
	0,48

	Jasa Perusahaan
	34,66
	0,03
	38.95
	0,03

	Administrasi	pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib
	1726,42
	1,34
	1843,72
	1,36




	
Lapangan Usaha
	2022
	2023

	
	Jumlah (miliar)
	Persentase
	Jumlah (miliar)
	Persentase

	Jasa pendidikan
	1319,81
	1,02
	1387,74
	1,02

	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
	1122,67
	0,87
	1199,06
	0,89

	Jasa lainnya
	277,24
	0,22
	303,1
	0,22

	PDRB
	128805,43
	100
	135406,05
	100

	Pertumbuhan Ekonomi
	5,12 %


Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Berdasarkan tabel 4.1.2 kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada peranan terbesar dalam penciptaan nilai tambah yang diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian walaupun besarnya mengalami penurunan yakni memberikan kontribusi sebesar 69,11 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 68,50 persen pada tahun 2023.
Untuk mempertahankan niai pendapatan, pemerintah daerah Kabupaten harus berupaya membuat kebijakan yang memberikan perhatian kepada sektor sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi guna meningkatkan peningkatan perekonomian daerah. Kontribusi terbesar kedua berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 10,58 persen pada tahun 2022 dan memberikan kontribusi sebesar 10,36 persen pada tahun 2023.
Sementara kontribusi terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yakni pada tahun 2022 sebesar 0.07 persen dan tidak ada perkembangan tahun 2023 yang hanya tetap 0,07 persen.
4.4. Pendidikan dan Kesehatan
Berdasarkan dari rumusan dalam bunyi Undang-Undang dasar 1945, Indonesia dengan sala satu tujuannya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Salah satu alat guna mencapai tujuan tersebut dengan pendidikan. Pendidikan yang masih kurang baik akan menyebabkan suatu bangsa atau daerah akan mengalami ketinggalan dan keterbelakangan dibandingkan dengan bangsa-bangsa dan daerah lain yang memiliki pendidikan yang baik.
Tabel 4.3.  Indikator Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2023

	
Jenjang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM)
	Angka Partisipasi Kasar (APK)

	
	2022
	2023
	2022
	2023

	SD/MI/Sederajat
	97,86
	97,12
	100,97
	100,82

	SMP/MTS/Sederajat
	83,49
	87,06
	94,80
	103,82

	SMA/MA/Sederajat
	73,85
	63,48
	97,22
	95,93


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Tahun 2022-2023 APK pada jenjang SD dikabupaten Kutai Kartanegara diatas 100 dari nilai APM juga mendekati 100. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menampung penduduk usia 7-12 tahun untuk bersekolah, sehingga hampir semua
penduduk usia ini dapat menempuh pendidikan setara SD secara tepat waktu. Untuk selanjutnya tidak berlaku pada level SMA, APK total mencapai 95,93 (2023) menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 97,22 yang berarti masih terdapat penduduk yang belum tertampung pada jenjang pendidikan tersebut.
Tabel 4.4.  Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi Tahun 2021 (satuan unit)

	Kategori
	2021

	Sekolah Dasar
	479

	Sekolah Menengah Pertama
	153

	Sekolah Menengah Atas
	52

	Sekolah Menengah Kejuruan
	44

	Perguruan Tinggi
	2


Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Dapat dilihat pada tabel 4.1.4, terdapat jumlah sekolah dan jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekolah Dasar sejumlah 506 unit dengan 443
unit sekolah negeri dan 63 unit sekolah swasta. Kemudian Sekolah Menengah Pertama sejumlah 211 unit dengan 114 unit sekolah negeri dan 97 unit sekolah swasta, Sekolah Menengah Atas sejumlah 87 unit dengan 35 unit sekolah negeri dan 52 unit sekolah swasta, Sekolah Menengah Kejuruan sejumlah 46 unit dengan 15 unit sekolah negeri dan 31 unit sekolah swasta. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi yang ada di Pacitan hanya 7 unit.
Selain Pendidikan, pemerintah dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melalui kesehatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, mengutip isi Human Development report (HDR) tahun 1990, pembangunan manusi merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang
dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.
Berdasarkan pada tabel 4.1.5, pembangunan dan pemenuhan fasilitas bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tertinggal . Untuk rumah sakit saja hanya memiliki 3 rumah sakit yang tersebar di di Kecamatan Samboja Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Kota Bangun, sedangkan untuk Dilihat dari Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah bersalin ,posyandu, klinik dan polindes hampir semua 18 kecamatan tidak memiliki fasilitas tersebut di setiap kecamatan padahal dengan fasilitas kesehatan yang diberikan tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik.
4.5. Pemetaan Pilar IDSD Kategori Rendah
Pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek IDSD tahun 2022. Maka dari 12 (duabelas pilar) IDSD ada dua pilar dibawah rata-rata keseluruhan indeks (kategori rendah) yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu pilar pasar produk sebesar 0,64 dan kapabilitas/kapasitas inovasi sebesar 0,87. Hal ini masih lebih baik jika dibandingkan IDSD 2023 yang memiliki tiga pilar dibawah rata-rata keseluruhan indeks (kategori rendah), yaitu pilar pasar produk sebesar 0,59 dan kapabilitas/kapasitas inovasi sebesar 1,55 ditambah dengan pilar sistem keuangan yang menurun dengan skor 1,11.
Pasar produk meliputi pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar), persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif, persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif, persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif, Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah, Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB), rasio nilai impor terhadap PDRB, persentase ekspor terhadap impor, revitalisasi pasar tradisional menuju pasar modern, pertumbuhan industri kecil dan menengah dan standarisasi produk industri kecil dan menengah.
Kapasitas inovasi meliputi implementasi Program sistem Inovasi Daerah, keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD), Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi, jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi, jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi,
Indeks Inovasi Daerah, Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat, jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri), Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri, Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD, persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian, persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan, Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional, Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan, Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan, Jumlah kekayaan intelektual (hak cipta, desain, merk, paten, dan rahasia dagang) di daerah yang sudah didaftarkan, dan Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta.
4.6. Pemetaan Komponen Pembentuk Sektor Andalan
Sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, dan pada akhirnya akan dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah suatu daerah (Aswandi dan Kuncoro,2002).
Berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kutai Kartanegara maka sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor kontruksi, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor andalan bagi Kutai Kartanegara.
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan
Formulasi kebijakan ini terkait dengan misi Ke-Dua hingga Ke-Lima RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya; memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif; meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah; serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19, maka arah kebijakan pembangunan pemerintah Kutai Kartanegara Tahun 2023 dilakukan berfokus pada tiga hal yaitu Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas, Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing, dan Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5.2. Terobosan Strategi melalui Perencanaan Berbasis Penelitian, dan Pembangunan Berbasis Perencanaan
Upaya peningkatan daya saing dilakukan melalui perencanaan berbasis penelitian dan pembangunan berbasis perencanaan dengan berbagai terobosan Program Unggulan Kukar Idaman, sebagaimana pada Tabel 5.2
Tabel 5.1. Terobosan Strategi untuk Memperkuat Aspek Ekosistem Inovasi (EI), Faktor Penguat (FP), Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar (P)

	Prioritas Pembangunan
	Terobosan Program
	Strategi
	Aspek

	
	
	
	EI
	FP
	SDM
	P

	Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah berkualitas
	Fasilitasi Perumahan Rakyat
	1. Fasilitasi Perumahan Rakyat Melalui Kerjasama dengan Pengembang
	
	√
	
	

	
	Air Bersih Desa
	1. Pembangunan Unit Layanan Air Bersih Desa
	
	√
	
	

	
	Desa Ramah
Lingkungan
	1. Pembentukan Desa
Ramah Lingkungan
	
	√
	
	

	Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing
	Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)
	1. Penyediaan Aplikasi Layanan Publik Berbasis IT
2. Pusat Layanan Data dan Informasi di Kecamatan.
	
	√


√
	
	

	
	Aparatur Negara Bahagia
	1. Penyediaan Koperasi ASN
2. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan.
	√
	√

√
	
	

	
	1.000 Guru
Sarjana
	1. Beasiswa Guru SD/ SMP/
PAUD
	
	
	√
	

	
	KUKAR
	1. Peningkatan Kualitas
	
	√
	√
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	Prioritas Pembangunan
	Terobosan Program
	Strategi
	Aspek

	
	
	
	EI
	FP
	SDM
	P

	
	BERKAH
	Belajar Mengajar pada Pesantren
	
	
	
	

	
	Beasiswa KUKAR IDAMAN
	1. Beasiswa dan Bantuan Stimulan Pendidikan Bagi Warga Kutai Kartanegara.
	
	
	√
	

	
	Kukar Siap Kerja
	1. Pembangunan Pusat Latihan Kerja di Kecamatan
2. Pelatihan Pencari Kerja Warga Kutai Kartanegara
	
	√
	√


√
	

	
	Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)
	1. Penguatan Kurikulum Sekolah dengan Penambahan Mengaji Kitab Suci
2. Rehabilitasi Rumah Ibadah
	
	√



√
	
	

	Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Keluarga Peduli Kesehatan
	1. Penanganan Stunting
2. Keanggotaan BPJS bagi Masyarakat Kriteria Tidak Mampu
3. Pembangunan/Revitalisasi Layanan Kesehatan
	
	√
√


√
	
	

	
	Usaha Kecil IDAMAN
	1. Penyediaan dan Kerjasama e-commerce
2. Fasilitasi Permodalan UMKM
	√

√
	
	
	√

√

	
	Pembangunan pertanian berbasis kawasan
	1. Pembangunan Kawasan Sentra Pertanian
2. Pembangunan Embung/Check Dam
3. Pembangunan Jalan Produksi Pertanian
4. Fasilitasi Sapras dan Kapasitas Nelayan/Pembudidaya
Perikanan Produktif
	
	√

√

√

√
	
	√

√

√

√

	
	Hilirisasi
Produk Pertanian
	1. Pembangunan Sentra
Industri Pengolahan Komoditi Pertanian
	√
	
	
	√

	
	Kukar Peduli Lingkungan
	1. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
2. Penyediaan Sapras Pengeolaan Sampah
	
	√
√
	
	

	
	Dunia Usaha Ramah Lingkungan
	1. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan AMDAL Perusahaan
2. Fasilitasi Penanaman 1 Juta Pohon
	
	√


√
	
	√




Berdasarkan analisis dari pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD), maka ada beberapa dimensi yang merupakan kelebihan dan kekurangan seperti Gambar 5.1 dibawah ini.

Gambar 5.1.  Daya Saing Berdasarkan Dimensi

Dimensi yang termasuk daya saing kategori rendah dan sangat perlu ditingkatkan adalah persaingan domestik seperti Tabel 5.2 dibawah ini.
Tabel 5.2.	Rencana strategis untuk memperkuat dimensi dalam kategori daya saing rendah
	Dimensi
	Rencana Strategis yang ingin dicapai

	Persaingan Domestik
	· Hilirisasi produk pertanian dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Kukar. Dengan kegiatan strategis membangun Sentra Indutsri Kecil Menengah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kukar (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)
· Melakukan program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) untuk mendorong pariwisata dengan mengusung konsep pertunjukan yang didukung dengan adanya destinasi wisata yang memadai, mengkolaborasikan seni, budaya dan potensi ekonomi wilayah, dengan melakukan kerjasama dengan agen-agen wisata nasional dan internasional, serta mendorong inovasi sektor perhotelan dan pusat- pusat kuliner sebagai daya tarik wisata Kutai Kartanegara. Dengan kegiatan prioritas menyelenggarakan 100 festival seni dan budaya skala kabupaten/kecamatan
· Melakukan program Usaha Kecil Idaman untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil,dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk,dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank,dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan
manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang




	Dimensi
	Rencana Strategis yang ingin dicapai

	
	meggunakan sistem pemasaran digital (e-commerce/marketplace)
- Melakukan program Kukar Kreatif Idaman untuk menyediakan ruang kreatif bagi muda-mudi millenial dalam mengekspresikan ide dan gagasan kreatif, dengan menetapkan dan memfasilitasi pekan kreatif daerah minimal per 3 bulan yang digunakan sebagai ajang unjuk karya bagi seluruh insan kreatif kukar,dengan memprioritaskan pada komoditi kerajinan, video, film, music dan
seni pertunjukan


Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026

Selain itu, Dimensi yang masuk kategori daya saing sedang juga perlu untuk ditingkatkan seperti kedalaman sistem keuangan, keanekaragaman dan kolaborasi serta riset seperti Tabel 5.3 dibawah ini.
Tabel 5.3.  Rencana strategis untuk memperkuat dimensi dalam kategori daya saing sedang

	Dimensi
	Rencana Strategis yang ingin dicapai

	Kedalaman Sistem Keuangan
	· Melalui program Usaha Kecil Idaman dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank sehingga semakin banyak kredit perbankan yang tersalurkan untuk kegiatan UMKM dapat memacu pembangunan ekonomi karena sudah memperluas kesempatan bagi pengusaha skala kecil atau kelompok masyarakat di kelas pendapatan yang lebih kecil
· 	Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank memperluas kesempatan bagi pengusaha skala kecil sehingga meningkatkan akad kredit usaha rakyat serta memacu pembangunan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB Harga Berlaku daerah
· Kegiatan strategis Pemerintah Daerah dalam membangun Sentra Indutsri Kecil Menangah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kukar (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dapat menambah tingkat kepercayaan lembaga Bank dan Non Bank
untuk penyaluran kredit sehingga meningkatkan akad kredit usaha rakyat dan memacu peningkatan PDRB daerah atas harga berlaku

	Keanekaragaman dan Kolaborasi
	· Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan institusi kelitbangan dalam komersialisasi inovasi
· Optimalisasi kluster inovasi kelitbangan yang telah terbentuk di BRIDa Kukar untuk meningkatkan output produk inovasi sesuai dengan Roadmap SIDa terintegrasi RPJMD
· Dalam pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) maka perlu adanya dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah maupun kepedulian industri terhadap pengembangan PUD
· Mendorong industri kecil menengah/besar maupun OPD di Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan inovasi berbasis produk unggulan daerah untuk menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam program Dana Pandanan (Matching
Fund) pada program Kedaireka Kemendikbud.

	Riset
	- Meningkatkan Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD minimal 10%




	Dimensi
	Rencana Strategis yang ingin dicapai

	
	· Membentuk pusat kolaborasi riset antar lembaga berbasis inovasi produk unggulan daerah
· Mendaftarkan hak paten serta membantu pembiayaan pendaftaran dan pemeliharaannya terhadap produk inovasi masyarakat/ industri kecil menengah
· Mendorong agar setiap kegiatan kerjasama penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan OPD di Kutai Kartanegara dengan mitra dari perguruan tinggi dapat mempublikasikan kegiatannya pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 5 dengan mencantumkan semua personel yang terlibat beserta lembaganya.
· Mendorong mitra perguruan tinggi yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk memasukkan kegiatan
penelitian dalam portal ilmiah SINTA Kemendikbud.


Sumber: RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026; Quesioner BRIDa 2024.

5.3. Kerangka Kebijakan Terintegrasi Pembangunan
Kebijakan terintegrasi pembangunan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dengan memenuhi berbagai kriteria pokok yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunan yang telah dicapai. Adapun kriteria yang dapat digunakan dalam penyusunan prioritas untuk Kabupaten Kutai Kartanegera Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi KDH terpilih melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional;
3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2023;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2023; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.
Langkah percepatan yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing daerah di kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan berdasarkan visi pembangunan tahun 2023 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” yang dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan terintegrasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Arah Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kutai Kartanegara
	No.
	Arah Kebijakan

	1.
	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
· Peningkatan manajemen birokrasi yang efektif, efisien,inovatif, akuntabel, bersih dan melayani
· Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
· Peningkayan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
· Peningktan kualitas pelayanan publik

	2.
	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
· Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan
· Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
· Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
· Pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat
· Penurunan pengangguran di masyarakat

	3.
	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
· Pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah demi meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
· Optimalisasi Daya Saing Pariwisata Daerah untuk meningkatkan laju pertumbuhan pariwisata
· Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif
· Optimalisasi daya saing untuk meningkatkan investasi daerah

	4.
	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
· Peningkatan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih
· Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

	5.
	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
· Peningkatan kualitas lingkungan hidup
· Peningkatan ketahan bencana daerah


RKPD Kutai Kartanegara, 2023

Dalam rangka penyelarasan pembangunan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan menyesuaikan kewilayahan kabupaten/kota. Adapun arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada perencanaan pembangunan tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
Tabel 5.5. Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur terhadap Arah pembangunan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

	Indikasi Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan
	Indikasi Lokus

	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	Kec. Muara Kaman, Kec. Marang Kayu, Kec. Kota Bangun

	2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas
	Kec. Muara Muntai (1 Utama), Kec. Loakulu (1 Paripuma), Kec. Muara Jawa (1 Utama), Kec. Samboja (1 Paripurna), Kec. Loa Janan (1 Utama), Kec. Marangkayu (1 Utama), Kec.
Sebulu (1 Utama 1 Paripurna), Kec. Muara Kaman (1




	Indikasi Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan
	Indikasi Lokus

	
	Paripurna), Kec. Kota Bangun (1 Utama)

	3. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes
	Kec. Kota Bangun (Ds. Benua Baru), Kec, Muara Kaman (Ds. Tunjungan, Ds. Menamang Kiri, Ds.
Kupang Baru, Ds. Liang Buaya), Kec. Marangkayu (Ds. Santan Tengah), Kec. Tabang (Ds. Ma. Kebaq)

	4. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi PMKS Wanita Rawan Sosial
Ekonomi (WRSE)
	Kec. Sebulu Kec Muara Kaman

	5. Penguatan jaringan internet
	Kab. Kutai Kartanegara

	6. Penanganan prasarana jalan dan jembatan
	a. Rekontruksi Jalan:
(1) Patung Lembuswana - Sebulu (2)Simp. Samboja -
Simp. Muara Jawa
b. Pembangunan Jalan;
(1) Pembangunan TurapiTalucUBronjong Ruas Jalan Km. 38 - Simp. Samboja
(2) Pembangunan TurapffalucUBronjong Ruas Simp. 3 Sambera - Muara Badak
c. 	Pembangunan Turapffalud/Bronjong Ruas Jalan Patung Lembuswana - Sebulu
d. 	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan di kewenangan UPTD Wlayah ll PUPR
e. 	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Marka, Rambu, dll)

	7. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder
	Rehabilitas Jaringan Irigasi Marangkayu Rehabilitasi Jaringan lrigasi Dl SungaiBuluh
Rehabilitasi Jaringan lrigasi Dl SungaiBuluh (DAK)

	8. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
	Pembangunan Sumur Dalam dan lnstalasi Pengolahan
Air di Balai Benih lnduk Hortikultura: Kec. Muara Badak dan Kec. Muara Jawa

	9. Penyediaan infrastruktur air bersih
	Kec. Tenggarong (SPAM Bukit Biru)

	10. Pemberian bantuan stimulant rumah layak huni bagi
keluarga pra sejahtera
	Kec. Muara Badak dan Kec. Loa Kulu

	11. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi
	Kec. Tenggarong (Ds. Jahab, Ds. Buana Jaya), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon Desa), Kec. Tenggarong Seberang (Ds. Buana Jaya), Kec. Loa Kulu (Ds.
Jonggon), Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Marangkayu

	12. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan
	Perikanan Tangkap: Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak llir), Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Sepatin, Ds. Tani Baru), Kec.
Sanga-sanga
Perikanan Budidaya: Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Muara Kembang), Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak llir, Ds. Tanjung Limau), Kec. Kota Bangun (Ds.
Pela), Kec. Kenohan (Ds. Semayang), Kec. Muara \Ms




	Indikasi Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan
	Indikasi Lokus

	
	(Ds. Jantur, Ds. Jantur Baru, Ds. Jantur Selatan), Kec. Muara Muntai (Ds. Melintang)

	13. Sertifikasi pelaku usaha
perikanan budidaya dan olahan
	Kec. Anggana (Ds. Muara Pantuan, Ds. Tani Baru), Kec. Muara Badak (Ds. Muara Badak llir)

	14. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (karet, lada)
	Karet: Kec. Muara Muntai (Ds. Muara Leka), Kec. Marangkayu (Ds. Santan Ulu, Ds. Bunga Putih, Ds. Ngudi Rahayu, Ds. Mekar Baru), Kec. Kota Bangun (Ds. Kota Bangun ll, Ds. Sukabumi), Kec. Muara Badak (Ds. Salo Cela, Ds. Badak Mekar, Ds. Rejo Makmur), Kec. Handil(Ds. Nilam Lestari)
Lada: Kec. Loa Janan (Ds. Batuah, Ds. Tani Harapan)

	15. Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana
	Kec. Tenggarong Seberang (Ds. Bukit Pariaman, Ds. Kertabuana), Kec. Loa Janan (Ds. Batuah, Ds. Tani Bakti), Kec, Tenggarong (Ds. Loa Tebu), Kec.
Samboja (Ds. Wonotirto), Kec. Kota Bangun (Ds. SP2), Kec. Loa Kulu (Ds. Jonggon)

	16. Pengembangan pengelolaan sarpras pariwisata destinasi
wisata 3 danau
	Danau Semayang Kec. Kenohan dan Danau Melintang Kec. Muara Wis

	17. Pengembangan kelompok Perhutanan Nasional
	KPHP DAS Belayan (Ds. Selimbingan, Ds. Tuana Tuha, Ds. Muara Siran, Ds.Ge nting Tanah, Ds. Beluk Muda, Ds. Muhuran, Ds. Muara Belinau, Ds. Muara Kebak, Ds. Muara Tiq, Ds. Muara Tuboq, Ds. Umaq Bequay, Ds. Kelekat, Ds. Muay Kec. Kembang Janggut), KPHP Delta Mahakam (Ds. Muara Pantuan, Ds. Kutai Lama, Ds. Tani Baru, Ds. Muara Jawa), KPHP Meratus (Ds. Bakungan, Ds. Sungai Merdeka), KPHP Santan (Ds. Menamang Kiri, Ds. Menamang Kanan, Ds. Sungai Bawang, Ds. Suka Damai, Ds.
Kertabuana), KPHP Bukit Soeharto (Ds. Batuah, Kel.
Bukit Merdeka, Kel. Sungai Merdeka, Ds. Batuah, Kel. Bukit Merdeka, Kel. Sungai Merdeka)

	18. Peningkatan SDM pelaku UMKM
	Ds. Handil Terusan Kec. Anggana



Selanjutnya arah pembangunan Kutai Kartanegara harus diselaraskan dengan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Kutai Kartanegara baik berupa sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.
Dengan mengacu pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB VI. SOLUSI MENYELURUH

6.1. Agenda Kerjasama dan Kolaborasi
Berdasarkan hasil analisis Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa program lintas sektoral membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program lintas sektoral ini terkait kebijakan yang terkait dengan tema pembangunan Kutai Kartanegara ‘Peningkatan Infrastruktur dan SDM yang Berkualitas untuk Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif’ melalui 3 (tiga) prioritas fokus pembangunan Kutai Kartanegara:
1. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas
Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih, dengan prioritas pembangunan daerah berupa Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
2. Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing
Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Meningkatnya		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan;	Meningkatnya	Kualitas	Layanan	Kesehatan	Masyarakat;	dan Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
Prioritas pembangunan daerah yang dilakukan berupa Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah; Penataan manajemen keuangan an aset daerah; Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu; Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan; Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif; dan Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan Perempuan dan pemenuhan hak-hak anak.
3. Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbarukan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat; Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah; dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Adapun prioritas pembangunan daerah yang dilakukan berupa Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat; Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; dan Pemulihan daya dukung lingkungan.
Agenda kerjasama dan kolaborasi yang akan atau dapat dilakukan berupa pengembangan daya saing industri dengan pengembangan klaster industri unggulan daerah, mendorong inovasi, kerjasama maupun danan pandanan (matching fund) dengan lingkungan pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas SDM klaster industri dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM, memperkuat kelembagaan dan daya saing iptekin (ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi), mengembangkan kebijakan dan infarstruktur klaster untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif, meningkatkan



kolaborasi bagi pengembangan klaster industri, mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan kawasan khusus berbasis iptekin, memperkuat kerjasama antar daerah dan pusat, meningkatkan kolaborasi bagi inovasi, memperkuat kelembagaan tim koordinasi SIDa.
6.2. Prioritas Program Penyusunan dan Pelaksanaan Penguatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Berdasarkan peninjauan hasil analisis Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka diperlukan beberapa program lintas sektoral dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program lintas sektoral ini terkait dengan kebijakan yang terkait dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan iklim penelitian dan inovasi, iklim investasi/permodalan serta mengatasi masalah pemerataan kesejahteraan. Langkah-langkah atau program percepatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing tersebut dapat disinergikan dengan beberapa program Kukar Idaman antara lain:
1. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah berbasis potensi unggulan daerah melalui program Usaha Kecil Idaman (Disperindag, DISKOP UKM, DISTANAK, DISBUN, DKP)
2. Program pengembangan Kewirausahaan dan unggulan kompetitif usaha kecil menengah berbasis potensi unggulan daerah melalui melalui program Usaha Kecil Idaman dan Kukar Kreatif Idaman (Disperindag, DISKOP UKM, DISTANAK, DISBUN, DKP)
3. Peningkatan Agroindustri dan pemberdayaan UMKM berbasis produk Unggulan daerah melalui program Usaha Kecil Idaman, Kukar Kreatif Idaman dan Program Hilirisasi Produk Pertanian (Disperindag, DISTANAK, DISBUN, DKP)
4. Program pengembangan Kemitraan baik berupa pembinaan, pendanaan UMKM oleh perusahaan besar, matching fund dan pola kemitraan lainnya melalui Program Hilirisasi Produk Pertanian danProgram Usaha Kecil Idaman (Dispora, BRIDa, Disperindag, DISKOP UKM)
5. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan melalui program Pembanguan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian (DISTANAK, DISBUN, DKP)
6. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melaui program Kukar Berbudaya, Program Kukar Kreatif Idaman dan Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) (DPMP2TSP, DISPAR)
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing melalui program 1000 guru sarjana, program Kukar Berkah dan program Beasiswa Kukar Idaman dan Program Kukar Siap Kerja (BKD, DISDIK, DISNAKER)
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Program Keluarga Peduli Kesehatan (DISKES)
9. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan melalui Pembanguan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian (DISKETAPANG, DISTANAK, DKP)
10. Program Peningkatan Kapasitas IPTEKIN sistem Produksi dan HAKI produk inovasi (Disperindag, DISKOP UKM, BRida)
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (Disperindag)

12. Program Penataan Struktur Industri (Disperindag, DISKOP UKM)
Semua program di atas memerlukan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dan dapat menghindari atau mengatasi masalah pengangguran. Karena didukung juga dengan kuatnya iklim inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana berupa dukungan regulasi yang sudah sangat baik, namun hanya perlu diperkuat lagi realisasinya. Selain itu kerangka kerjasamanya juga diperluas tidak hanya dengan perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan industri baik sebagai pengguna maupun juga sebagai sumber inovasi. Begitu juga dengan program peningkatan kerjasama investasi oleh DPMTSP dimana perbaikan iklim usaha secara terus menerus dengan tujuan meningkatkan investasi di
Kabupaten Kutai Kartanegara terus dilakukan dengan memberikan insentif dan fasilitas bagi industri dimana insentif bisa dilakukan dengan tax holiday untuk beberapa pajak dan retribusi bagi investor yang strategis.
6.3. Konektivitas Antar kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan
Adapun langkah-langkah konektivitas antar kelembagaan dan kewenangan pemerintahan yang dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut:
1. Implementasi berbagai program terkait peningkatan Indeks Daya Saing Daerah Kutai Kartanegara harus melibatkan berbagai stakeholder di berbagai level pemerintahan maupun pihak terkait lainnya. Semua ini bisa terlaksana jika terjadi sinergitas antara perencanaan pembangunan pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta/ pelaku usaha, serta lembaga swadaya masyarakat.
2. Perencanaan pembangunan di level pemerintahan desa dan kabupaten/kota semestinya mengacu pada perencanaan provinsi dan nasional. Demikian pula sebaliknya, kebijakan dari pusat ke daerah harus memperhatikan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di daerah. Pembangunan dan pengembangan kolaborasi dan sinergitas antar level pemerintahan dan masyarakat serta kolaborasi antar pelaku/aktor pembangunan merupakan hal yang mutlak dilakukan.
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024, dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Tahun 2024 dapat dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pembahasan rancangan RKPD Tahun 2024 meliputi: a) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; b) menyepakati prioritas pembangunan daerah; c) menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi; d) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; e) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan f) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa/kecamatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kecamatan.
4. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dalam rangka proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

BAB VII
TATA KELOLA DAN KEUANGAN

7.1. Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah
Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Kutai Kartanegara merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDa). Dalam peraturan bupati tersebut SIDa merupakan keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah. Pada peraturan tersebut inovasi daerah berada di bidang inovasi dan teknologi yang memiliki fungsi diantaranya:
1. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan urusan Inovasi dan Teknologi, difusi Inovasi dan penerapan Teknologi serta diseminasi Kelitbangan;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan urusan Inovasi dan Teknologi, difusi Inovasi dan penerapan Teknologi serta diseminasi Kelitbangan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
4. mengkoordinasikan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil inovasi serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan BRIDA, pengembangan inovasi BRIDA, zona integritas, penataan perundangundangan, penataan dan penguatan kelembagaan, pelaporan gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
Berdasarkan hasil survei yang diperoleh saat ini BRIDa telah menyusun Roadmap SIDa Terintegrasi dengan RPJMD lengkap dengan rencana aksi dan terbentuk adanya kluster inovasi.
Untuk lebih mempercepat peningkatan daya saing daerah sebaiknya pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara melaui BRIDa dapat membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah terutama untuk memperkuat dimensi IDSD kategori rendah (persaingan domestik) dan kategori sedang (Kedalaman Sistem Keuangan, Keanekaragaman dan Kolaborasi dan Riset) yang memiliki agenda kerja tim antara lain:
1. Melakukan pendampingan dengan OPD dalam menyelesaikan inovasi dan membuat wadah bagi seluruh OPD terkait guna melaporkan segala inovasi yang telah



dilakukan terutama untuk memperkuat IDSD kategori rendah dan sedang.
2. Melakukan proses verifikasi terhadap usulan inovasi dari OPD, serta memberikan rekomendasi untuk proses penyesuaian.
3. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Penguatan SIDa untuk menumbuhkembangkan klaster-klaster Inovasi untuk memperkuat persaingan domestik, Kedalaman Sistem Keuangan, Keanekaragaman dan Kolaborasi dan Riset hingga melakukan monitoring serta mengevaluasi IDSD dan Implementasi SIDa secara periodik.
4. Mendukung terwujudnya pencapaian indeks daya saing daerah melalui upaya penguatan iklim inovasi daerah.
5. Penguatan jejaring multipihak yang berkepentingan terhadap upaya penyebarluasan informasi dan teknologi, praktek baik dan replikasi inovasi, serta kemudahan transfer knowledge antar pihak.
6. Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan masyarakat yang terberdaya.
7. Mengawal penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah seperti dokumen perencanaan daerah dengan menyiapkan bahan masukan diantaranya berupa hasil analisis ringkas potensi dan gap daya saing daerah serta menyajikan rekomendasi ringkas strategi dan program penguatan daya saing untuk Kebijakan.
8. Melakukan upaya untuk meningkatkan tata kelola dan sinergi pusat-daerah guna meningkatkan daya saing.
9. Memperkuat sinergi berbagai sector pembangunan daerah dengan melibatkan/ mengikutsertakan perguruan tinggi sehingga hasil pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien.
10. Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal produk unggulan daerah agar dapat memperkuat persaingan domestik.
11. Mendukung peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya serta penigkatan Kualitas sumber daya manusia sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah.
7.2. Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi
Struktur Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kutai Kartanegara (APBD) berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Negara nomor 59 tahun 2022 dan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara no. 6 tahun 2022 berasal dari berbagai sumber dana, terdiri dari PAD (Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah); Pendapatan transfer (Pendapatan tranfer pemerintah pusat; dan Pendapatan transfer antar daerah); serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kebijakan umum anggaran Pemerintah Kutai Kartanegara diprioritaskan untuk menjalankan Program Dedikasi Kukar Idaman yang merupakan proyek strategis pembangunan daerah yang memiliki daya ungkit untuk menyukseskan pencapaian visi, misi, program bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara. Pada pelaksanaannya program tersebut diimplementasikan pada program yang telah dirumuskan pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026 dengan arah sebagai berikut:

1. Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
2. Penataan manajemen keuangan dan aset daerah Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
3. Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
4. Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan pemenuhan hak- hak anak
5. Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
6. Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
7. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
8. Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
9. Pemulihan daya dukung lingkungan
Kontribusi PDRB Kutai Kartanegara terhadap Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih yang tertinggi diantara kabupaten/kota yang lain. Adanya kolaborasi Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar sangat diharapkan untuk lebih lebih ditingkatkan terutama berfokus pada penyelesaian permasalahan pengembangan SDM, Pertanian dan Infrastruktur di Kutai Kartanegara. Pada MUSRENBANG RKPD provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 juga telah memprioritaskan anggaran pembangunan untuk Kutai Kartanegara meliputi:
1. Usulan Dukungan Pembangunan PLTS Komunal 2024: Pembangunan PLTS Komunal Desa Sepatin, Kecamatan Anggana; Pembangunan PLTS Komunal Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman; Pembangunan PLTS Komunal Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman
2. Usulan Prioritas dukungan Pemprov Kaltim terhadap Infrastruktur Jalan di Wilayah Kantong-Kantong Kamiskinan berupa Peningkatan jalan untuk mendukung jalur distribusi pusat-pusat produksi pertanian, memperkuat daya saing daerah tujuan wisata, serta membuka akses wilayah kantong kemiskinan di Loa Kulu, Muara kaman, Muara Muntai, Kota Bangun dan Sebulu, jalan provinsi ruas patung Lembuswana-Sebulu, ruas Sanga-sanga- Dondang serta SP.3 Sambera-Muara Badak.
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Dimensi yang termasuk daya saing kategori tinggi dan sangat tinggi perlu untuk dipertahankan. Adapun dimensi kategori sangat tinggi meliputi keamanan/ketertiban, transparansi, hak atas kepemilikan, kesehatan, tenaga kerja masa depan, dan ukuran pasar (PDRB ADHK). Sedangkan kategori tinggi meliputi checks and balances, orientasi masa depan pemerintah, infrastruktur, transportasi, infrastruktur utilitas, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, tenaga kerja saat ini, fleksibilitas, Meritokrasi dan Insentif, persyaratan administrasi dan komersialisasi.
2. Dimensi yang termasuk daya saing kategori rendah dan sangat perlu ditingkatkan adalah persaingan domestik
3. Dimensi yang masuk kategori daya saing sedang juga perlu untuk ditingkatkan seperti kedalaman sistem keuangan, keanekaragaman dan kolaborasi serta riset.
8.2. Rekomendasi
1. Percepatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing daerah yang masih rendah maupun sedang dapat disinergikan dengan beberapa program Kukar Idaman berupa Usaha Kecil IDAMAN, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), Program Kukar Berbudaya, Pembangunan pertanian berbasis kawasan, Hilirisasi Produk Pertanian, Kukar Peduli Lingkungan dan Dunia Usaha Ramah Lingkungan.
2. Meningkatkan Persentase porsi anggaran penelitian, pengembangan dan inovasi terhadap total APBD
3. Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan institusi kelitbangan lainnya dalam hal komersialisasi inovasi, membentuk pusat kolaborasi riset antar lembaga berbasis inovasi produk unggulan daerah, Optimalisasi kluster inovasi kelitbangan yang telah terbentuk di BRIDa Kukar, HAKI dan paten serta publikasi ilmiah.
4. Dalam pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) maka perlu adanya dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah maupun kepedulian industri terhadap pengembangan PUD
5. Mendorong industri kecil menengah/besar maupun OPD di Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan inovasi berbasis produk unggulan daerah untuk menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam program Dana Pandanan (Matching Fund) pada program Kedaireka Kemendikbud.
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